BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG TATA PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian dan
perubahan pada beberapa ketentuan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan
atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat  Panitia Pengawas  Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 920);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 920), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 19 dan angka 20 Pasal 1, disisipkan 1
(satu) angka yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini

yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi
dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan

demokratis.



Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah
peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai
politik, gabungan partai politik, atau perseorangan
yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi
Pemilihan Umum Provinsi.

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta
Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, atau perseorangan yang
didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling
rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah
kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat
nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga
negara Indonesia secara sukarela atas dasar
kesamaan  kehendak dan  cita-cita  untuk
memperjuangkan dan membela kepentingan politik
anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat
KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan
umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang yang mengatur mengenai penyelenggara
pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan.

KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang yang mengatur mengenai
penyelenggara pemilihan umum yang diberikan
tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur.



10.

11.

12.

13.

14.

KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga
penyelenggara pemilihan umum sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur
mengenai penyelenggara pemilihan umum yang
diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya
disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang Dbertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang
mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum
yang diberikan tugas dan wewenang dalam
pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.

Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya
disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh
KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan
Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan
lain/Kelurahan.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang
dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara untuk Pemilihan.

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara
pemilihan umum yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah
provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara



15.

16.

17.

18.

19.

19a.

20.

21.

pemilihan umum yang diberikan tugas dan
wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang
selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah
panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota
yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah Kecamatan.

Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya
disingkat PPL adalah petugas yang dibentuk oleh
Panwas Kecamatan untuk mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan di Desa atau sebutan
lain/Kelurahan.

Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang
selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas
yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk
membantu PPL.

Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas
Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan
Pengawas TPS.

Upaya Administratif adalah proses penyelesaian
sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan
dengan KPU Provinsi atau dengan KPU
Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi atau Panwas
Kabupaten/Kota.

Pemohon adalah pelapor yang mengajukan
permohonan sengketa. Termohon adalah terlapor
yang diajukan di dalam permohonan sengketa.

Hari adalah hari kalender.



Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan
pelanggaran, Pengawas Pemilu memberitahukan
kepada pelapor bahwa laporan tersebut merupakan
sengketa Pemilihan.

(2) Pengawas Pemilu memberikan saran kepada pelapor
agar mengajukan permohonan sengketa.

(3) Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu
paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak

laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11
(1) Permohonan penyelesaian Sengketa diajukan
kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas

Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa

Indonesia dengan memuat:

a. identitas Pemohon yang terdiri atas nama
Pemohon, alamat Pemohon, dan nomor telepon
atau faxmili dengan dilampiri fotokopi kartu
tanda penduduk atau paspor;

b. kedudukan Pemohon dalam penyelenggaraan
Pemilihan;

c. identitas Termohon yang terdiri dari: nama
Termohon, alamat Termohon, dan nomor
telepon atau faksimili;

d. kedudukan Termohon dalam penyelenggaraan
Pemilihan;

e. uraian yang jelas mengenai kewenangan

menyelesaikan sengketa;



f.  uraian kedudukan hukum Pemohon dan
Termohon dalam penyelesaian sengketa;

g. uraian yang jelas mengenai tenggang waktu
pengajuan permohonan;

h. wuraian yang jelas mengenai obyek yang

disengketakan;
i.  permasalahan sengketa yang memuat
kepentingan langsung Pemohon atas

penyelesaian sengketa dan masalah/obyek
yang disengketakan; dan
j. hal yang diminta untuk diputuskan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya dibuat
dalam 7 (tujuh) rangkap 1 (satu) asli dan 6 (enam)
salinan dan format digital, disertai bukti
pendukung.

(3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan
ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

b. 6 (enam) rangkap lainnya merupakan
penggandaan dari bukti sebagaimana

dimaksud pada huruf a.

Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
KETENTUAN PERALIHAN

Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 2 (dua) Pasal
yakni Pasal 37A dan Pasal 37B sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 37A

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan



Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota diubah menjadi

Putusan.

Pasal 37B
Putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota
wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten Kota paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 38

(1) Penyebutan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum ini termasuk juga Komisi
Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

(2) Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas
Kabupaten/Kota dalam Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum ini termasuk juga Panitia
Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas

Pemilihan Kabupaten/Kota.

Pasal II
Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2016

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1588



